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Kampanye Terbuka
Tak Relevan Lagi

SEMARANG - Tahapan masa
kampanye pemilihan gubernur
(Pilgub) sudah berlangsung
sejak 15 Februari lalu.
Masing-masing kandidat
sudah mulai sosialisasi dan
kampanye informal dengan
mengunjungi daerah basis
pendukung.

Berbagai program kerjajugamulai dipa-
parkan caon, baik Ganjar Pranowo-Tg Yasn
maupun Sudirman Said-l daFauziyah.

Sgauhini, bentuk kampanyedi ruang publik
belum merekal akukan. Sebagianka anganber-
pendapat, bentuk kampanye tersebut dinilai
sudah tak relevan pada era perkembangan
teknologi daninformas sekarangini.

Pengamat politik Universitas Diponegoro
(Undip) Dr Turnomo Rahardjo mengatakan,
kampanye terbuka cenderung identik dengan
hiburan. Masyarakat yang berniat datang merar
salebih tertarik dengan tontonan yang disug-
uhkan dibanding oras kandidat atau calon.

"Kdau dari perspektif komunikas, kampe-
nye di panggung terbuka sudah tidak efektif
lagi. Bentuk kampanye itu sebenarnya yang
lebihmenarik bukan ored dari calonataukandi-
dat, melainkan tontonannya,” kata Turnomo,
Minggu (18/3).

Senada dengan Turnomo, pengamat politik
dari Undip Yuwanto PhD menild, jikaorientas
kampanyeterbukauntuk memaparkanvis mis

kandidat, maka hd itu dianggap tidak rlevan.
Sebaliknya, bentuk kampanye dipandang
measih relevan bila ditujukan pada masyarakat
yang membutuhkan hiburan.

Unsur Hiburan

Kampanye terbuka atau yang menggunakan
ruang publik diakuinya tidek lepas dari unsur
hiburan. Karenaitu, sasaran massayang berpar-
tispas ddam kampanyeitu cenderung masya
rakat menengah bawah.

Sementaraitu, Yayasan Tasamuh Indonesia
Mengabdi (Time) mengge ar survei tentang po-
litik uang dalam pemilu atau pilkada Hasiinya
cukup menggjutkan. Mayoritas masyaraka Jar
wa Tengah memiliki perseps bahwa politik
uang dalam pilkadaaddsh hd yangwajar.

Penanggung jawab survey M Saekan
menyatakan, survei dilakukan terhadap 255
responden yang dilakukan secara acak (ran-
dom). Pertanyaandikirimlewat nomor ponse
meldui gplikas WA dan Line padaDesember
2017. Hasilnya, 64% persen responden
menyatakan politik uang hal yang wajar,
sedangkan 36% menolak.

"Dilihat dari perspektif sosid, dengan hasil
survel ini dapat dikatakan bahwa di tengah
measyarakat telahterjadi penyimpangan. Di satu
95 bangsalndonesasedang giat memberantas
korupd, tetapi di Sisi lain masyarakat masih
memiliki persepsi bahwa palitik uang dalam
pemilu sesuatu hal yang wajar,” paparnya di
Semarang, kemarin.

Menurutnya, adatiga faktor yang menye-
babkan kemerebakan praktik politik uang.
Pertama faktor ekonomi, kedua ketidak-
tahuan atau ketidakpahaman masyarakat ter-
hadap makna atau manfaat pemilu bagi
kehidupan sosial. Faktor ketiga addah buda-
ya. (ftp,G2-50)
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